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1. PENDAHULUAN  

Lonjakan permintaan perjalanan akibat pertumbuhan populasi dan ekonomi dalam beberapa dekade 
terakhir menjadi tantangan utama bagi kota-kota di dunia (Oktorini & Barus, 2022). Kondisi ini memicu 

ABSTRAK  
Transformasi transportasi publik menjadi isu krusial di tengah peningkatan kebutuhan mobilitas akibat pertumbuhan 
ekonomi dan jumlah penduduk. Jakarta dan Singapura, sebagai metropolis besar di Asia Tenggara, menghadirkan 
pendekatan berbeda dalam mengintegrasikan transportasi publik untuk menciptakan sistem yang efisien dan 
berkelanjutan. Studi ini menganalisis peran kelembagaan dalam mendukung keberhasilan integrasi transportasi publik 
di kedua kota melalui metode deskriptif kualitataif dengan pendekatan komparatif terhadap sumber-sumber literatur 
seperti artikel jurnal dan dokumen terkait. Hasil studi menunjukkan bahwa, Jakarta melalui inisiatif JakLingko telah 
memperkenalkan integrasi antarmoda transportasi dengan memanfaatkan teknologi digital meskipun implementasinya 
masih menemui hambatan pada aspek operasional. Sebaliknya, Singapura menunjukkan keberhasilan yang lebih 
konsisten melalui struktur kelembagaan yang kuat, kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, dan 
pemanfaatan teknologi mutakhir. Kajian ini memberikan panduan strategis untuk pengembangan sistem transportasi 
publik yang lebih baik di masa depan 
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ABSTRACT  
The transformation of public transportation has become a critical issue amid rising mobility needs driven by economic 
growth and population increases. Jakarta and Singapore, as major metropolises in Southeast Asia, have adopted 
different approaches to integrating public transportation to create efficient and sustainable systems. This study analyzes 
the role of institutions in supporting the success of public transportation integration in both cities through a qualitative 
descriptive method with a comparative approach to literature sources such as journal articles and related documents. 
The study’s findings indicate that Jakarta, through the JakLingko initiative, has introduced intermodal transportation 
integration by leveraging digital technology, although its implementation still faces operational challenges. Conversely, 
Singapore demonstrates more consistent success through a robust institutional structure, policies restricting private 
vehicle use, and the utilization of cutting-edge technology. This study provides strategic guidance for the development 
of a better public transportation system in the future. 
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berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, tingginya konsumsi energi, serta peningkatan emisi 
kendaraan bermotor yang menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan (Diao, 2019; Khan et al., 
2020). Dalam konteks ini, pengembangan sistem transportasi publik yang terintegrasi menjadi salah satu 
pendekatan strategis untuk memenuhi kebutuhan mobilitas sekaligus menekan dampak negatif yang 
ditimbulkan. Transportasi umum massal berperan sebagai solusi utama dalam mendukung mobilitas 
perkotaan, dengan efektivitasnya sangat ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan kelembagaan yang 
baik (Triana et al., 2022).   

Sebagai dua metropolis besar di Asia Tenggara, Singapura dan Jakarta memiliki karakteristik yang 
serupa dan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan mobilitas perkotaan (Diao, 2019; Hidayati et 
al., 2019). Di antara kota-kota yang proaktif dalam mengelola permintaan perjalanan, Singapura merupakan 
kasus yang menarik bagi para peneliti dan pembuat kebijakan. Sebagai negara dengan sumber daya lahan 
yang terbatas dan populasi yang terus bertambah, Singapura sangat serius dalam membangun sistem 
transportasi yang berkelanjutan. Pemerintah secara aktif menerapkan kebijakan baru dan menyesuaikan 
kebijakan yang ada untuk mempengaruhi perilaku perjalanan individu serta mengelola permintaan 
transportasi secara efektif (Diao, 2019). Sistem transportasi Singapura, yang mencakup MRT, bus, dan 
infrastruktur pejalan kaki, memiliki tingkat konektivitas dan aksesibilitas yang tinggi (Holz-Rau & Scheiner, 
2019). Keberhasilan ini didukung oleh kelembagaan yang efisien, penerapan teknologi canggih, serta 
kebijakan pengendalian kendaraan pribadi yang ketat. Dengan capaian tersebut, Singapura menjadi rujukan 
penting dalam pengembangan transportasi publik yang berkelanjutan. 

Di sisi lain, Jakarta menghadapi tantangan kemacetan yang lebih kompleks dengan luas wilayah 
sekitar 740,28 km² dan populasi mencapai 10,56 juta jiwa pada tahun 2020. Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama pemerintah pusat mengembangkan berbagai moda 
transportasi massal, seperti Bus Rapid Transit (BRT), Commuter Line, Mass Rapid Transit (MRT), dan Light 
Rapid Transit (LRT). Upaya integrasi diwujudkan melalui sistem JakLingko yang diperkenalkan melalui 
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021. Sistem ini mengintegrasikan berbagai moda 
transportasi melalui skema tarif terpadu dan konektivitas antarmoda. Keberhasilan program ini ditunjukkan 
oleh meningkatnya kepuasan pengguna serta pengakuan internasional melalui Sustainable Transport 
Award (Rachman et al, 2021; Ogara, 2021). 

Sejumlah penelitian menunjukkan dampak positif integrasi transportasi publik. Di Singapura, 
penerapan strategi harga dinamis terbukti mampu mengurangi kepadatan pada jam sibuk melalui 
pergeseran waktu perjalanan (Adnan et al, 2020). Selain itu, integrasi antara MRT dan layanan bus feeder 
meningkatkan jumlah pengguna transportasi publik secara signifikan (Jain & Goh, 2016). Di Jakarta, 
implementasi JakLingko meningkatkan jumlah penumpang hingga 35% dalam dua tahun pertama, serta 
meningkatkan kemudahan akses melalui sistem pembayaran elektronik yang terintegrasi (Rachman et al, 
2021). Meskipun demikian, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek teknis dan operasional, 
sementara dimensi kelembagaan belum banyak dibahas secara mendalam. Padahal, kelembagaan yang 
efektif, termasuk perencanaan strategis, koordinasi lintas sektor, dan dukungan regulasi, merupakan faktor 
kunci keberhasilan integrasi transportasi publik. Oleh karena itu, analisis terhadap peran kelembagaan 
menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk 
menganalisis sistem kelembagaan transportasi publik di Jakarta dan Singapura. Data diperoleh melalui studi 
literatur dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan, jurnal ilmiah, artikel, dan media relevan. 
Pendekatan ini bertujuan mengidentifikasi peran kelembagaan dalam mendukung integrasi transportasi 
publik, serta menghasilkan wawasan yang dapat menjadi referensi bagi pengembangan sistem transportasi 
yang terintegrasi dan berkelanjutan di masa depan.  
 
2. DATA DAN METODE  

2.1. Metode Pengumpulan  
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Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sekunder melalui tinjauan 
literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis sistem kelembagaan transportasi publik di Singapura dan 
Jakarta. Data diperoleh dari artikel jurnal terindeks Scopus/SINTA, buku, laporan penelitian, dan dokumen 
relevan lainnya. Pencarian literatur menggunakan kata kunci seperti “Jakarta’s Transportation”, 
“Singapore’s Transportation”, “Land Transport Authority”, dan “JakLingko”, menghasilkan 18 dokumen. 
Selanjutnya, dilakukan proses penyaringan data dengan menerapkan kriteria tertentu, seperti pembatasan 
tahun publikasi, open access, serta jenis dokumen berupa buku, review article, dan conference paper 
sehingga diperoleh 10 literatur yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

 
2.2. Metode Analisis 

Penelitian ini menggunakan metode dekriptif kualitatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan 
ini bertujuan untuk menggambarkan serta membandingkan kondisi dan karakteristik sistem kelembagaan 
dalam transformasi transportasi publik di dua wilayah studi, yaitu Singapura dan Jakarta. Melalui metode 
ini, peneliti berupaya memahami perbedaan dan persamaan dalam aspek kelembagaan, kebijakan, serta 
mekanisme pengelolaan transportasi publik di kedua wilayah tersebut secara mendalam dan kontekstual. 
Adapun objek pengamatan yang akan diukur dan digali lebih dalam disusun dalam suatu item data yang 
selanjutnya disebut variabel penelitian. Berikut merupakan variabel dan definisi yang digunakan dalam 
penelitian ini.  

Tabel 1. Variabel Penelitian 

Faktor Variabel Definisi Sumber 

Struktur 
Kelembagaan 

Struktur Organisasi Pola hierarki, mekanisme koordinasi, dan alur pengambilan 
keputusan dalam lembaga pengelola integrasi transportasi 
publik. 

(Canitez, 
2019; 
Thuang, 
2020) 

Pembagian Peran 
dan Tanggung Jawab 

Proses pendistribusian tugas dan kewajiban di antara 
lembaga atau unit kerja dalam sistem transportasi publik. 

Pola Pengelolaan 
Layanan Transportasi 

Metode atau cara yang digunakan untuk mengelola 
operasional layanan transportasi publik secara terintegrasi. 

Kebijakan 
Transportasi 

Jadwal Layanan  Waktu keberangkatan dan kedatangan transportasi publik 
yang telah ditetapkan dan diikuti secara konsisten. 

(Arevalo & 
Gerike, 
2023; 
Hörcher & 
Tirachini, 
2021; Jenny 
et al., 2023) 

Rute/Trayek/Lintasan Jalur perjalanan yang ditempuh oleh moda transportasi 
publik dari titik awal hingga akhir perjalanan. 

Sistem Pembayaran Metode dan besaran transaksi yang dikeluarkan 
penumpang untuk membayar biaya layanan transportasi 
publik. 

Pembatasan 
Penggunaan 
Kendaraan Bermotor 
Perseorangan 

Kebijakan untuk membatasi penggunaan kendaraan pribadi 
demi mendukung transportasi publik. 

Penggunaan 
Kendaraan Ramah 
Lingkungan 

Penggunaan moda transportasi yang beroperasi dengan 
teknologi rendah emisi untuk mengurangi polusi. 

Inovasi 
Teknologi  

Aplikasi Terintegrasi Platform digital yang menyediakan berbagai layanan 
transportasi publik dalam satu aplikasi, seperti informasi 

(Derrible & 
Kennedy, 
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rute, jadwal, dan pemesanan tiket. 2011) 

Pembayaran 
Elektronik 

Sistem pembayaran non-tunai yang memungkinkan 
pengguna melakukan transaksi untuk layanan transportasi 
melalui kartu elektronik atau aplikasi digital. 

Sumber: Sintesis Penulis, 2026 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Struktur Kelembagaan Integrasi Transportasi Publik 
3.1.1. Jaklingko (Jakarta) 

Sistem kelembagaan dalam integrasi transportasi publik memiliki peran strategis dalam menjamin 
kelancaran operasional serta peningkatan kualitas layanan di wilayah perkotaan. JakLingko sebagai sistem 
integrasi transportasi publik di Jakarta dirancang untuk menghubungkan berbagai moda, termasuk MRT, 
LRT, layanan TransJakarta, angkutan pengumpan (feeder), serta layanan pendukung lainnya dalam satu 
kesatuan sistem terpadu. Sistem ini merupakan pengembangan dari program OK-Otrip dan diperkenalkan 
oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan dengan tujuan 
mewujudkan tarif tunggal dalam satu perjalanan (Voi, 2023). Pelaksanaan integrasi transportasi di Jakarta 
didasarkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021 yang didukung oleh sejumlah 
regulasi terkait lainnya. Integrasi ini berkembang secara bertahap, dimulai dari peluncuran TransJakarta 
(2004), pengembangan layanan feeder (2011), pembangunan MRT dan LRT (2016), hingga implementasi OK-
Otrip (2017) yang kemudian berkembang menjadi JakLingko pada 2019 (JaKita/10, 2021).  

Melalui program JakLingko, Pemerintah DKI Jakarta terus melakukan transformasi berkelanjutan 
dengan mengintegrasikan seluruh moda transportasi umum berdasarkan Rencana Induk Transportasi. 
Dalam implementasinya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berperan sebagai penanggung jawab utama dalam 
perencanaan dan pengelolaan sistem. Pelaksanaan operasional dilakukan melalui kolaborasi dengan BUMD, 
seperti PT MRT Jakarta, PT Jakarta Propertindo, dan PT Transportasi Jakarta, serta operator swasta (Kopaja, 
Mikrolet) yang terintegrasi dalam sistem (Pergub 68/2021). Pembagian peran ini mendukung terciptanya 
layanan transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas Pelayanan 

 

 
Sumber: Penulis, 2026  

Gambar 1. Struktur Kelembagaan JakLingko (Jakarta) 
 

Sebelum TransJakarta resmi diluncurkan pada tahun 2004, pengelolaan transportasi publik di Jakarta 
bersifat terfragmentasi dengan banyak operator swasta tanpa integrasi rute, tarif, dan jadwal. Kondisi ini 
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menyebabkan tumpang tindih layanan, inefisiensi, kemacetan, serta rendahnya keselamatan dan 
kenyamanan (Tangkudung et al., 2011). Lemahnya regulasi juga membuat operator lebih berorientasi pada 
keuntungan dibanding kualitas layanan (Gunawan, 2015). Sebagai respons terhadap permasalahan 
tersebut, TransJakarta diperkenalkan pada periode 2004–2012 sebagai sistem Bus Rapid Transit (BRT) 
pertama di Asia Tenggara yang bertujuan menyediakan layanan transportasi massal yang cepat, terjangkau, 
dan nyaman melalui jalur khusus (Dewanti et al., 2023). Pada tahap awal, pengelolaannya berada di bawah 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta dengan melibatkan operator swasta melalui kontrak berbasis jarak tempuh. 
Namun, skema ini masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi layanan dan efisiensi operasional 

(Kusworo et al., 2022). Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2014 di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja 
Purnama, ketika TransJakarta bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama PT 
Transportasi Jakarta. Transformasi ini bertujuan meningkatkan profesionalisme, akuntabilitas, serta 
memungkinkan integrasi layanan yang lebih terencana, termasuk dalam pengelolaan rute, armada, dan 
pemanfaatan teknologi digital (Damayanti & Zulmasyhur, 2024). Pada periode yang sama, proyek Mass 
Rapid Transit (MRT) juga mulai dikembangkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang pengurangan 
kemacetan. 

Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Anies Baswedan (2017–2022), integrasi transportasi publik 
dipercepat melalui program JakLingko yang menghubungkan berbagai moda seperti bus, MRT, LRT, dan 
angkutan kota dalam satu sistem terpadu. Integrasi ini mencakup penerapan tarif tunggal serta sistem 
pembayaran nontunai berbasis kartu pintar (Isnaini et al., 2024). Selain itu, diterapkan skema Buy the Service 
(BTS), di mana pemerintah melalui PT Transportasi Jakarta mengontrak operator swasta berdasarkan 
standar pelayanan minimum. Skema ini terbukti meningkatkan kualitas layanan, termasuk ketepatan waktu 
dan kebersihan armada (Rahayu et al., 2022; Devi et al., 2021). 

Berdasarkan uraian sebelumnya, pengelolaan transportasi publik di Jakarta menunjukkan praktik 
kolaborasi yang efektif antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun sistem transportasi 
terintegrasi (Gambar 1 dan 2). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan dan BUMD, yaitu 
PT Transportasi Jakarta, berperan sebagai pengelola utama. Dinas Perhubungan bertanggung jawab atas 
pengawasan sistem transportasi secara menyeluruh, sementara PT Transportasi Jakarta berfungsi sebagai 
mitra strategis yang mengoordinasikan kerja sama dengan operator swasta pada berbagai jenis layanan 
angkutan. Melalui skema Buy the Service (BTS), pemerintah memberikan hak operasional kepada operator 
swasta berdasarkan kontrak berbasis standar pelayanan minimum. Dalam skema ini, PT Transportasi Jakarta 
bertindak sebagai pengawas utama untuk memastikan kinerja operator sesuai dengan ketentuan kontrak. 
Pendekatan tersebut memungkinkan terciptanya layanan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berorientasi 
pada kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, model pengelolaan ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas 
transportasi bagi masyarakat, tetapi juga menjadi solusi strategis dalam menjawab tantangan transportasi 
perkotaan serta berpotensi menjadi rujukan bagi pengembangan sistem transportasi di kota-kota besar 
lainnya di Indonesia. 
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Sumber: Penulis, 2026 

Gambar 2. Pola Pengelolaan Transportasi Publik Terintegrasi Jakarta 
 
3.1.2. Singapura  

Pemerintah Singapura mengembangkan kebijakan transportasi yang terintegrasi dengan 
perencanaan tata ruang untuk mengatasi keterbatasan lahan dan pertumbuhan populasi. Kawasan 
perumahan dirancang memiliki akses langsung ke moda transportasi publik seperti MRT, LRT, dan bus, serta 
didukung infrastruktur pejalan kaki yang memadai. Penguatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan 
infrastruktur, termasuk Kallang–Paya Lebar Expressway dan perluasan jaringan MRT. Teknologi modern 
juga dimanfaatkan melalui sistem Electronic Road Pricing (ERP) serta Traffic.smart, untuk mengendalikan 
kemacetan serta sistem informasi lalu lintas real-time. Pengendalian kendaraan diterapkan melalui Vehicle 
Quota System (VQS) dengan mekanisme Certificate of Entitlement (COE) selama 10 tahun. Kebijakan ini 
diimbangi dengan penguatan transportasi publik, dengan MRT sebagai tulang punggung dan bus sebagai 
penghubung lokal. 

Penyelenggaraan transportasi publik di Singapura didukung oleh kelembagaan yang terpusat dan 
terintegrasi. Perencanaan mengacu pada concept plan dan master plan sebagai kerangka pembangunan 
jangka panjang (Cities for Liveable Cities Singapore, 2019). Kementerian Transportasi (Ministry of 
Transport/MOT) menetapkan kebijakan strategis dan menugaskan Land Transport Authority (LTA) sebagai 
pengelola utama. LTA merancang sistem terintegrasi melalui Development Guide Plan (DGP), memastikan 
kedekatan infrastruktur transportasi dengan kawasan hunian dan pusat aktivitas. Housing Development 
Board (HDB) berperan dalam mendukung aksesibilitas kawasan permukiman, sementara LTA mengatur, 
mengawasi, dan bekerja sama dengan operator swasta seperti SBS Transit dan SMRT Corporation. Dengan 
kerangka kerja ini (Gambar 3), Singapura mampu membangun transportasi publik yang terintegrasi dan 
berkelanjutan.  
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Sumber: Penulis, 2026 
Gambar 3. Struktur Organisasi Pengelolaan Transportasi Publik Terintegrasi Jakarta 

 
Pendekatan kolaborasi publik-swasta telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan transportasi 

Singapura sejak awal abad ke-20. Pada tahun 1925, Singapore Traction Company (STC) memperoleh monopoli 
layanan transportasi, namun pada 1950-an sektor ini menghadapi berbagai permasalahan, seperti layanan 
yang buruk, lemahnya regulasi, serta krisis operasional yang ditandai pemogokan pekerja bus. (Land 
Transport Authority, 2013). Kondisi tersebut mendorong pemerintah melakukan reformasi melalui buku 
putih tahun 1970 dan pembentukan Bus Service Reorganisation Committee (BSRC) pada 1973, yang 
menghasilkan konsolidasi operator menjadi perusahaan besar seperti Singapore Bus Service (SBS). Pada era 
1980-an, pemerintah mulai menerapkan kompetisi terkontrol melalui pembentukan Trans-Island Bus Services 
(TIBS) serta penataan sektor taksi yang lebih terorganisasi. Pengembangan MRT mencerminkan kemitraan 
publik-swasta, di mana pemerintah membiayai infrastruktur dan operator swasta menangani operasional 
(Jain & Goh, 2016). Model ini dirancang untuk mengurangi tumpang tindih layanan sekaligus meningkatkan 
efisiensi sistem transportasi. Selain itu, keterlibatan sektor swasta dilakukan melalui mekanisme tender 
kompetitif untuk pengoperasian jalur baru MRT, sebagaimana diarahkan oleh Land Transport Master Plan. 

Merujuk pada penjelasan di atas, model manajemen transportasi publik Singapura menunjukkan 
kolaborasi efektif antara pemerintah dan sektor swasta dalam penyediaan layanan terintegrasi. Pemerintah 
melalui Land Transport Authority (LTA) dan Public Transport Council (PTC) berperan sebagai perencana dan 
regulator. LTA, sebagai badan statutori di bawah Kementerian Transportasi, bertanggung jawab atas 
perencanaan jangka panjang, pembiayaan, serta pengembangan infrastruktur utama seperti Mass Rapid 
Transit (MRT). Dalam pelaksanaannya, LTA menerapkan skema kemitraan publik-swasta (PPP), di mana 
pemerintah membiayai infrastruktur, sementara operator swasta mengelola operasional dan pemeliharaan. 
PTC berperan dalam pengaturan tarif dan standar pelayanan untuk menjaga keseimbangan antara 
keterjangkauan dan keberlanjutan finansial. Operator seperti SBS Transit dan SMRT Corporation menjadi 
penyedia layanan utama dalam sistem multimoda, dengan jaringan yang terus dikembangkan dari 178 km 
menjadi target 360 km pada 2030 (Bawono & Mahardhika, 2022). Hak operasional diberikan melalui 
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mekanisme tender berbasis “kompetisi untuk pasar”. Model ini menghasilkan sistem transportasi yang 
efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan serta relevan sebagai acuan bagi kota lain (Gambar 4). 

 

 

Sumber: Penulis, 2026 
Gambar 4. Pola Pengelolaan Transportasi Publik Terintegrasi Singapura 

 
3.2. Kebijakan Integrasi Transportasi Publik  
3.2.1. Jaklingko (Jakarta)  

Jakarta sebagai kota dengan tingkat urbanisasi tinggi telah mengembangkan kebijakan integrasi 
transportasi melalui program JakLingko untuk mewujudkan sistem yang terhubung, efisien, dan 
berkelanjutan. Salah satu fokus utama adalah penyelarasan jadwal antar moda, seperti TransJakarta, MRT, 
LRT, dan KRL Commuter Line, guna meminimalkan waktu tunggu (Gambar 5a) di titik transit dan 
meningkatkan kenyamanan perjalanan (Miharja & Priadi, 2018). Meskipun demikian, nilai NCI menunjukkan 
masih terdapat ketidaktepatan jadwal di beberapa halte dan stasiun (BPS, 2019). Upaya ini berawal dari 
pengembangan TransJakarta pada 2004 dan diperluas melalui JakLingko yang mengintegrasikan moda 
utama dengan layanan pengumpan. Integrasi jadwal didukung teknologi digital berbasis Internet of Things 
(IoT) melalui aplikasi JakLingko yang menyediakan informasi real-time dan mendukung sinkronisasi 
operasional, khususnya di simpul transportasi seperti Dukuh Atas (Murad et al., 2018; Rifai & Arifin, 2020). 
Sinkronisasi ini terbukti meningkatkan penggunaan transportasi publik hingga 3% (Triana et al., 2022). 
Dengan langkah-langkah ini, Jakarta terus berupaya membangun sistem transportasi publik yang lebih 
terintegrasi, ramah pengguna, dan efisien. 

Di sisi rute dan trayek, Jakarta terus memperluas integrasi melalui pengaturan rute feeder seperti 
mikrolet dan angkot agar terhubung dengan jalur utama TransJakarta dan MRT. Kebijakan ini bertujuan 
memperluas jangkauan layanan dan memberikan akses yang lebih baik kepada penumpang untuk 
menggunakan transportasi publik tanpa bergantung pada kendaraan pribadi (Rachman et al., 2021). Lebih 
lanjut, sistem JakLingko diluncurkan untuk menyatukan berbagai moda transportasi di Jakarta, termasuk 
TransJakarta, MRT, LRT, dan angkutan kota. Dengan sistem ini, rute pengumpan dan utama diintegrasikan 
secara strategis untuk mempermudah perpindahan antarmoda. Rute angkutan kota (angkot) yang 
sebelumnya dikelola secara terpisah kini mulai diserap ke dalam sistem TransJakarta melalui layanan 
MikroTrans. Selain jadwal, integrasi dilakukan melalui pengembangan rute feeder seperti MikroTrans dan 
angkutan kota yang terhubung dengan moda utama. Pendekatan Transit Oriented Development (TOD) 
diterapkan untuk mengintegrasikan kawasan hunian dan komersial dengan simpul transportasi, seperti 
Dukuh Atas (Gambar 5b) (Jakita10, 2021; Suryawan et al., 2024). Jangkauan layanan juga diperluas hingga 
wilayah penyangga, seperti Tangerang, Depok, dan Bekasi, guna meningkatkan aksesibilitas dan 
mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi (Yudhistira et al., 2019).  
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                 (a) (b) 

Sumber: Jaklingko Indonesia, 2021 

Gambar 5. (a) Selang Waktu MRT; (b) Peta Integrasi Transportasi Umum Jakarta 
 

Dalam aspek sistem pembayaran, program JakLingko menawarkan skema pembayaran terintegrasi 
berbasis kartu pintar dan aplikasi ponsel dengan teknologi QR Code yang dapat digunakan pada seluruh 
moda transportasi dalam satu ekosistem (Warnars et al., 2017). Aplikasi JakLingko memungkinkan 
pengguna memantau saldo, riwayat transaksi, serta merencanakan perjalanan secara real-time, serta 
terhubung dengan sistem perbankan nasional untuk kemudahan pengisian saldo (Abdinagoro & Hamsal, 
2017). Sistem tarif yang diterapkan bersifat progresif berbasis jarak, sehingga pengguna yang berpindah 
moda tidak dikenakan tarif berulang, melainkan tambahan biaya sesuai jarak tempuh (Kusumawardani & 
Yenita, 2023). Kebijakan ini didukung subsidi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan, terutama bagi 
kelompok rentan seperti pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas (Rahma et al., 2024; Wijianto et al., 
2022). 

Dalam pengendalian kendaraan pribadi, Pemerintah DKI Jakarta menerapkan berbagai kebijakan 
untuk mengurangi kemacetan dan emisi. Salah satu kebijakan utama adalah sistem ganjil-genap yang 
membatasi kendaraan berdasarkan nomor pelat pada ruas jalan tertentu saat jam sibuk. Kebijakan ini 
terbukti efektif pada tahap awal dalam menurunkan tingkat kemacetan, meskipun efektivitasnya menurun 
seiring adaptasi masyarakat (Azni et al., 2024). Sebelumnya, Jakarta juga menerapkan kebijakan 3-in-1 yang 
kemudian dihentikan karena munculnya praktik “joki”, serta pembatasan sepeda motor di ruas jalan utama 
yang dibatalkan pada 2017 (Pranata, 2021). Selain itu, pembatasan operasional kendaraan barang pada 
waktu tertentu terbukti meningkatkan kelancaran lalu lintas hingga 28% di beberapa ruas jalan (Yusuf et al., 
2019). Program hari bebas kendaraan bermotor juga diterapkan sebagai upaya pengurangan emisi, 
meskipun dampaknya bersifat terbatas secara temporal. Secara umum, kebijakan pembatasan kendaraan 
menunjukkan dampak positif, namun memerlukan inovasi berkelanjutan untuk menjaga efektivitasnya. 

Selanjutnya dalam hal penggunaan kendaraan ramah lingkungan, Jakarta mulai mengadopsi 
kendaraan listrik sebagai bagian dari sistem transportasi publik. Kebijakan ini didukung oleh Peraturan 
Presiden Nomor 79 Tahun 2023 yang mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik. 
Implementasinya terlihat pada pengoperasian bus listrik TransJakarta di beberapa koridor utama, yang 
berkontribusi pada pengurangan emisi dan peningkatan kenyamanan penumpang (Ginting et al., 2024). 
Pengembangan ini didukung oleh penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di 
berbagai titik strategis. 
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Selain itu, moda berbasis listrik seperti MRT Jakarta dan LRT Jabodebek menjadi bagian penting 
dalam sistem transportasi berkelanjutan. Studi menunjukkan bahwa peralihan pengguna dari kendaraan 
pribadi ke moda listrik dapat menurunkan emisi karbon hingga 13% per tahun (Maimunah & Kaneko, 2016). 
Pemerintah juga memberikan subsidi tarif dan melakukan kampanye edukasi untuk mendorong 
penggunaan transportasi ramah lingkungan. Meskipun demikian, implementasi transportasi listrik masih 
menghadapi tantangan, seperti tingginya biaya pengadaan, keterbatasan infrastruktur pengisian, serta 
kebutuhan pengelolaan operasional yang efisien. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah terus 
memperluas jaringan SPKLU, memberikan insentif kepada operator, serta memperkuat kolaborasi dengan 
sektor swasta (Liang et al., 2024). Upaya ini menunjukkan komitmen Jakarta dalam membangun sistem 
transportasi yang berkelanjutan, rendah emisi, dan berorientasi pada masa depan. 

 
3.2.2. Singapura 

Singapura telah mengembangkan sistem transportasi publik yang terintegrasi melalui berbagai 
kebijakan yang strategis dan inovatif (Holz-Rau & Scheiner, 2019). Dalam konteks perencanaan rute dan 
jadwal, proses penyusunan dilakukan secara sistematis mencakup analisis mendalam terhadap kebutuhan 
penumpang dan pengembangan jaringan trayek yang responsif terhadap perubahan infrastruktur dan 
permintaan. Pada tahun 1987, Singapura membentuk PTC yang bertanggung jawab untuk menyetujui rute 
dan menetapkan tarif untuk bus, taksi, dan MRT. Langkah ini memastikan koordinasi yang lebih baik antara 
berbagai moda transportasi dan integrasi rute yang efisien. Model "Hub-and-Spoke" (gambar 7a) dirancang 
untuk mengintegrasikan trayek yang menjadikan MRT sebagai tulang punggung sistem transportasi, 
dengan bus dan LRT sebagai pelengkap menghubungkan daerah pemukiman ke jaringan utama (Land 
Transport Authority, 2013). Keberhasilan optimalisasi sistem "Hub-and-Spoke" tidak lepas dari dukungan 
adanya jadwal operasional yang telah ditetapkan (Gambar 6b). Penelitian menemukan bahwa pola transfer 
dan jadwal perjalanan di negara ini memiliki tingkat ketepatan hingga 96% dari total jumlah perjalanan (Liu 
et al., 2019). Khususnya pada layanan bus menunjukkan keandalan yang tinggi berkat penggunaan data 
kartu tarif dan pendekatan simulasi. Teknologi ini memungkinkan operator untuk meminimalkan masalah 
seperti "bus bunching" serta menyesuaikan rute dan jadwal berdasarkan kebutuhan penumpang secara 
real-time (Lee et al., 2012). Peningkatan signifikan telah dicapai oleh sistem transportasi umum Singapura 
dalam aspek konektivitas, keandalan, dan pengurangan waktu tunggu. Dimulai dengan satu jalur MRT pada 
tahun 1987, kini tersedia enam jalur dengan 200 stasiun MRT dan LRT, memungkinkan 70% rumah tangga 
mengakses stasiun kereta dalam waktu 10 menit berjalan kaki. Armada bus juga berkembang pesat, dari 
4.500 unit pada tahun 2013 menjadi 5.800 unit. Selanjutnya, frekuensi layanan bus selama jam sibuk 
meningkat, dengan waktu tunggu maksimum untuk layanan trunk yang semula 30 menit pada tahun 2013 
kini hanya 15 menit, dan untuk layanan feeder dari 10 menit menjadi 8 menit pada tahun 2023 (PTC, 2023). 
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(a) (b) 

Sumber: Visit Singapore & SBS Transit 
Gambar 6. (a) Integrasi Rute; (b) Jadwal Antar Moda Transportasi Publik Singapura 

 

Selanjutnya, Untuk menjaga keterjangkauan tarif, Public Transport Council (PTC) menetapkan 
kebijakan berbasis indeks harga dan produktivitas yang mempertimbangkan inflasi, upah, dan biaya energi 
(Land Transport Authority, 2013). Sistem ini didukung pembayaran elektronik berbasis kartu pintar 
nirkontak, seperti EZ-Link dan NETS FlashPay, yang memungkinkan integrasi antar moda, termasuk bus dan 
MRT, sehingga penumpang dapat berpindah moda secara efisien tanpa biaya tambahan dalam periode 
tertentu. Kemudian, besaran tarif ditentukan menggunakan formula berbasis indeks (Gambar 7a) yang 
mencakup inflasi, upah pekerja, dan biaya energi. Mekanisme ini dirancang untuk menyesuaikan tarif secara 
proporsional terhadap perubahan biaya operasional. Pemerintah juga memberikan subsidi signifikan hingga 
sekitar S$1 miliar per tahun, sehingga sebagian besar biaya perjalanan ditanggung oleh negara (Mo et al., 
2021). Selain itu, kebijakan tarif inklusif diterapkan melalui pemberian diskon bagi kelompok rentan seperti 
pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas (PTC, 2023).  

Dalam mendukung transportasi berkelanjutan, Singapura mengembangkan kendaraan ramah 
lingkungan (Gambar 7b)  serta teknologi Automated Guideway Transit (AGT) (Gambar 7c) pada sistem MRT 
dan LRT untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Pemerintah menargetkan seluruh armada bus dan 
taksi beralih ke energi bersih pada 2040, didukung insentif fiskal dan pengembangan infrastruktur pengisian 
kendaraan listrik di lokasi strategis (Cao & Zhou, 2022; Khalid et al., 2023; Land Transport Authority, 2013; 
Wang et al., 2020). Upaya ini memperkuat komitmen Singapura dalam mewujudkan sistem transportasi 
rendah emisi dan berkelanjutan. 

https://www.visitsingapore.com/id_id/travel-guide-tips/getting-around/tourist-guide-maps-apps/?cmp=SEM_STB-MA24-101-SG-SEM_ID_MA_IND_NA_NA_NONE_PM-SGMap-GN_NA_GOOG_SEA_AO_Cross_XTG&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAyJS7BhBiEiwAyS9uNWIbvTYcXmJs-B5mrwBn1rPso_diTv3nBu42TTPWfqhR9FGJwA2eMBoCs4cQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.sbstransit.com.sg/Service/BusService?ServiceType=Basic&ServiceNo=11
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(a) (b) 

 

(c) 

Sumber: Fare Adjustment Formula and Mechanism Review Report 2023; Land Transport Master Plan 2040; LTA Annual 
Report 2023/2024 

Gambar 7. (a) Formula Penentuan Tarif; (b) Komitmen Ramah Lingkungan Transportasi Publik Singapura; 
(c) Automated Guideway Transit (AGT) Singapura 

 

Lebih lanjut, Untuk mengoptimalkan kebijakan transportasi publik terintegrasi, Singapura 
menerapkan pembatasan kendaraan pribadi melalui Additional Registration Fee (ARF) dan Certificate of 
Entitlement (COE) guna mengendalikan kepemilikan kendaraan. Selain itu, Electronic Road Pricing (ERP) 
digunakan sebagai sistem manajemen lalu lintas berbasis tarif dinamis yang menyesuaikan tingkat 
kemacetan secara real-time. Kebijakan ini efektif dalam mengurangi volume kendaraan serta mendorong 
peralihan ke transportasi publik (Cao & Zhou, 2022; Land Transport Authority, 2013; PTC, 2023). Integrasi 
tarif, rute, dan jadwal yang didukung teknologi seperti kartu pintar dan skema tarif berbasis indeks turut 
meningkatkan efisiensi, konektivitas, dan keterjangkauan layanan. Di sisi lain, komitmen terhadap 
transportasi ramah lingkungan memperkuat keberlanjutan sistem secara keseluruhan. Dengan kombinasi 
kebijakan tersebut, Singapura berhasil menciptakan sistem transportasi publik yang efisien, andal, dan 
berkelanjutan, serta menjadi model yang relevan bagi kota lain dalam mengelola mobilitas perkotaan secara 
strategis dan adaptif (Quirapas et al., 2018). 

 
3.3. Inovasi Teknologi dalam Integrasi Transportasi Publik  
3.3.1. Jaklingko (Jakarta)  

Inovasi teknologi memainkan peran penting dalam mendukung sistem integrasi transportasi publik 
yang lebih efisien, modern, dan ramah pengguna. Dalam konteks JakLingko, inovasi ini diwujudkan melalui 
integrasi aplikasi digital untuk perencanaan yang lebih baik. Teknologi ini tidak hanya mempermudah 
pengguna dalam mengakses layanan transportasi, tetapi juga memungkinkan pemerintah dan operator 
untuk mengelola operasional secara lebih efektif dan transparan. Aplikasi JakLingko memungkinkan 
pengguna merencanakan rute perjalanan secara terintegrasi, mencakup moda transportasi seperti bus 
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TransJakarta, angkot, MRT, dan LRT. Pengguna dapat mengakses informasi real-time mengenai jadwal 
kedatangan kendaraan, sehingga mengurangi ketidakpastian waktu tunggu dan membantu mereka 
merencanakan perjalanan dengan lebih baik (Arif et al., 2023). Meskipun aplikasi ini sudah tersedia, 
penelitian menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam hal keandalan dan pengalaman pengguna. Oleh 
karena itu, peningkatan stabilitas server dan interface yang lebih ramah masih diperlukan untuk 
memaksimalkan adopsi teknologi ini (Wijianto et al., 2022).  

 

 
Sumber: Jaklingko Indonesia 

Gambar 8. Aplikasi Terintegrasi Jaklingko Super Apps 
 

Selain aplikasi digital, inovasi lainnya adalah penerapan sistem pembayaran elektronik terintegrasi. 
Dengan menggunakan aplikasi pembayaran, pengguna dapat dengan mudah berpindah antar moda 
transportasi tanpa harus membayar tiket secara terpisah (Gambar 9a). Sistem ini tidak hanya 
mempermudah transaksi, tetapi juga mengurangi biaya perjalanan bagi pengguna yang sering 
menggunakan transportasi publik (Kusumawardani & Yenita, 2023). Tidak hanya itu, aplikasi Jaklingko atau 
yang biasa disebut Jaklingko SuperApps menawarkan berbagai fitur unik bagi pengguna transportasi umum 
seperti pilihan rute termurah dan rekomendasi paket perjalanan mulai dari parkir awal pergi hingga 
perjalanan kembali (Gambar 9b). Ini memungkinkan untuk dapat memberikan pengalaman berharga dan 
efektivitas lebih bagi para pengguna agar semakin yakin memilih transportasi umum sebagai pilihan 
mobilisasi (Jaklingko SuperApps, 2024).   

 

    

(a) (b) 

Sumber: Jaklingko Indonesia 

Gambar 9. (a) Integrasi Moda & Rute; (b) Rekomendasi Pilihan 
 
Selain sistem pembayaran elektronik terintegrasi melalui Jaklingko SuperApps. Sistem pembayaran 

transportasi Jakarta juga dapat dilakukan melalui uang elektronik (e-money). Dalam konteks sistem tap yang 
digunakan pada transportasi publik, e-money berperan sebagai media pembayaran yang memungkinkan 
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penumpang untuk melakukan transaksi dengan cepat dan mudah hanya dengan menempelkan (tap) kartu 
atau perangkat pada mesin pembaca. Dalam konteks Jaklingko, Jakarta memanfaatkan teknologi e-money 
berbasis Radio Frequency Identification (RFID) atau Near Field Communication (NFC). Dengan teknologi ini, 
saldo yang tersimpan dalam kartu e-money otomatis terpotong saat penumpang melakukan tap di gerbang 
atau alat pembaca. Lebih lanjut dalam konteks Jakarta Smart City, teknologi JakLingko juga mendukung 
pengembangan mobilitas cerdas atau smart mobility. Teknologi seperti IoT (Internet of Things) digunakan 
untuk memantau operasional transportasi secara real-time dan merancang rute yang lebih efisien. Data 
berbasis GIS (Geographic Information System) digunakan untuk memetakan titik-titik integrasi moda 
transportasi yang strategis dan mendukung konektivitas antar berbagai layanan publik (Sutandi et al., 2019). 

 

  

(a) (b) 

Sumber: Jaklingko Indonesia 

Gambar 10.  (a) Pembayaran Kartu Tap; (b) Pemantau Real Time 
 

Tantangan utama dari penerapan inovasi teknologi ini adalah keterbatasan infrastruktur dan 
kurangnya sosialisasi kepada masyarakat luas. Masih banyak pengguna yang belum familiar dengan 
teknologi baru ini atau menghadapi hambatan teknis seperti konektivitas yang tidak stabil. Untuk mengatasi 
tantangan ini, diperlukan peningkatan kapasitas teknologi, stabilitas jaringan, dan kampanye edukasi yang 
lebih intensif agar semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan sistem JakLingko dengan optimal (Arif 
et al., 2023). Secara keseluruhan, inovasi teknologi dalam JakLingko membawa transformasi signifikan 
dalam integrasi transportasi publik di Jakarta. Dengan peningkatan dan optimalisasi lebih lanjut, teknologi 
ini memiliki potensi besar untuk menjadikan transportasi publik sebagai pilihan utama mobilitas perkotaan. 

 
3.3.2. Singapura  

Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem transportasi publik yang paling efisien di 
dunia berkat berbagai inovasi teknologi dalam integrasi moda transportasi yang telah dilakukan. Salah satu 
inovasi yang menonjol adalah penerapan sistem pembayaran elektronik terintegrasi, seperti EZ-Link dan 
NETS FlashPay (Gambar 11a) yang memungkinkan penumpang menggunakan satu kartu pintar untuk 
berpindah antar moda transportasi seperti bus dan MRT dengan mudah (Yang, 2004). Tidak hanya itu, 
perkembangan sistem pembayaran transportasi Singapura saat ini juga memungkinkan penumpang untuk 
membayar perjalanan menggunakan kartu debit atau kredit contactless, serta aplikasi ponsel pintar melalui 
penerapan SimplyGo. SimplyGo menyederhanakan proses pembayaran dengan menghilangkan kebutuhan 
untuk mengisi ulang kartu khusus transportasi seperti EZ-Link dan NETS FlashPay, sehingga penumpang 
dapat langsung melakukan pembayaran melalui tap kartu bank atau perangkat seluler mereka dan 
memantau riwayat transaksi secara real-time melalui aplikasi TransitLink SimplyGo (LTA Annual Report, 
2024). SimplyGo yang telah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi seperti MRT, LRT, dan bus, 
mendukung konsep perjalanan seamless mobility atau mobilitas tanpa hambatan. Inovasi ini sejalan dengan 
visi Land Transport Authority (LTA) untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih modern, ramah 
pengguna, dan mendukung tren pembayaran digital global. Lebih lanjut, Land transport Authority (LTA) di 
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Singapura juga memanfaatkan aplikasi terintegrasi seperti MyTransport.SG (Gambar 11b), sebuah sistem 
yang memungkinkan penyebaran informasi real time mengenai jadwal, rute, dan kondisi layanan 
transportasi. Teknologi ini membantu penumpang untuk merencanakan perjalanan lebih efisien 
berdasarkan data terkini (Sayeg, 2001). 

 

 

(a) (b) 

Sumber: LTA Annual Report 2023/2024 & MyTransport.SG 

Gambar 11. (a) EZ Link Singapore; (b)  Aplikasi MyTransport.SG 
 

Terakhir untuk meningkatkan efisiensi pergerakan, Singapura juga mengembangkan sistem 
pemantauan lalu lintas otomatis, sistem sinyal terkomputerisasi, serta kamera pengawas lalu lintas yang 
terintegrasi dengan pusat pengendalian lalu lintas. Sistem ini memungkinkan pemantauan kondisi jalan 
secara real-time dan memberikan solusi cepat terhadap insiden lalu lintas. Berbagai inovasi yang telah 
diterapkan Singapura membuktikan bahwa teknologi berperan penting dalam membangun sistem 
transportasi publik yang terintegrasi, efisien, dan mampu memenuhi kebutuhan penduduk di negara 
dengan keterbatasan lahan. Dengan kombinasi berbagai inovasi sistem, Singapura telah membangun 
sistem transportasi publik yang efisien, nyaman, dan ramah lingkungan. Model ini tidak hanya menjawab 
tantangan mobilitas perkotaan, tetapi juga menjadi contoh sukses bagi kota-kota lain di dunia. 

 
3.4. Pembahasan 

Pembahasan ini akan menguraikan berbagai aspek yang membedakan sistem transportasi publik di 
kedua kota, termasuk struktur kelembagaan, pola layanan, jadwal, sistem pembayaran, kebijakan 
pembatasan kendaraan bermotor, hingga pemanfaatan teknologi dan keberlanjutan. Dengan memahami 
keunggulan dan kelemahan masing-masing, diharapkan dapat diidentifikasi rekomendasi strategis untuk 
meningkatkan kualitas transportasi publik, khususnya untuk Jakarta maupun kota-kota lain yang memiliki 
karakteristik serupa. Berikut merupakan tabel komparasi antar dua negara tersebut.  

Tabel 2. Komparasi Sistem Kelembagaan Integrasi Transportasi Publik 

Variabel Jakarta Singapura 

Struktur Organisasi JakLingko merupakan konsorsium yang 
terdiri dari pemerintah daerah, BUMD (PT 
TransJakarta), dan operator swasta. 

Dikelola oleh Land Transport Authority 
(LTA), badan pemerintah pusat yang 
bertanggung jawab atas perencanaan, 
pengaturan, dan pengawasan transportasi 
publik. 

Pembagian Peran dan 
Tanggung Jawab 

Dinas perhubungan sebagai penanggung 
jawab memiliki peran untuk melakukan 
perencanaan, pengelolaan, dan 
pengembangan sistem JakLingko. 
Sementara, BUMD yang terdiri serta 
pihak swasta peran sebagai 

LTA, sebagai badan statutori di bawah 
Kementerian Transportasi, bertanggung 
jawab untuk merancang kebutuhan 
transportasi jangka panjang, termasuk 
pembiayaan dan pengembangan 
infrastruktur utama seperti jaringan MRT. 
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Variabel Jakarta Singapura 

penyelenggara sistem JakLingko.  PTC mengawasi regulasi tarif serta 
menetapkan standar kualitas layanan 
untuk menjaga keseimbangan antara 
keterjangkauan transportasi bagi 
masyarakat dan keberlanjutan finansial 
operator. Sementara operator swasta 
seperti SBS Transit dan SMRT Corporation 
berperan sebagai penyedia layanan utama 
dalam sistem transportasi multimoda, 
termasuk pengoperasian jaringan bus dan 
kereta. 

Pola Pengelolaan Layanan 
Transportasi 

Sistem berbasis zonasi dengan integrasi 
moda (bus, KRL, MRT, angkot), 
menggunakan pendekatan kolaborasi 
antara sektor publik dan swasta. 

Model manajemen layanan transportasi 
publik Singapura menggunakan kolaborasi 
efektif antara pemerintah dan sektor 
swasta dalam penyediaan transportasi 
publik terintegrasi. Pemerintah, melalui 
LTA yang selanjutnya juga melibatkan PTC 
(lembaga), bertindak sebagai perencana 
dan regulator. Moda transportasi 
dirancang untuk mendukung efisiensi 
perjalanan multimoda. 

Jadwal Layanan  Waktu operasional tergantung pada 
moda, dengan jadwal tertentu untuk bus 
TransJakarta dan KRL. Namun, 
kepatuhan terhadap jadwal masih perlu 
perbaikan. Jakarta telah mengadopsi 
penggunaan informasi real-time 
mengenai keberangkatan bus, jadwal 
kedatangan kereta, dan layanan 
transportasi lainnya, sehingga membantu 
penumpang merencanakan perjalanan 
dengan lebih baik.  

Jadwal yang terintegrasi dan tepat waktu 
untuk semua moda transportasi, termasuk 
MRT, LRT, dan bus. Ketepatan waktu di 
Singapura sangat tinggi.  Singapura telah 
mengadopsi penggunaan informasi 
berbasis real-time untuk mengakses 
informasi terkait jadwal pemberangkatan 
dan kedatangan dari armada. 

Rute/Trayek/Lintasan Fokus pada integrasi antar moda di 
Jakarta dengan perluasan rute baru. 
Namun, penyesuaian rute kadang 
terganggu oleh kondisi lalu lintas. 

Proses penyusunan dilakukan secara 
sistematis mencakup analisis mendalam 
terhadap kebutuhan penumpang dan 
pengembangan jaringan trayek yang 
responsif terhadap perubahan 
infrastruktur dan permintaan. 
Mengadopsi “hub-spoke” untuk 
mengintegrasikan trayek yang menjadikan 
MRT sebagai tulang punggung sistem 
transportasi. 

Sistem Pembayaran Kartu JakLingko digunakan untuk 
pembayaran terintegrasi di berbagai 
moda. Tarif yang digunakan yaitu 
berbasis jarak dengan subsidi untuk 
pelajar, lansia, dan penyandang 
disabilitas. 

Sistem pembayaran nirsentuh EZ-Link dan 
SimplyGo yang memungkinkan 
pembayaran dengan kartu kredit, debit, 
atau dompet digital di semua moda 
transportasi. Tarif yang digunakan 
berbasis indeks harga dan produktivitas 
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Variabel Jakarta Singapura 

dengan subsidi untuk pelajar, lansia, dan 
penyandang disabilitas. 

Pembatasan Penggunaan 
Kendaraan Bermotor 
Perseorangan 

Menggunakan sistem ganjil-genap dan 
pembatasan kendaraan berat pada jam 
tertentu meskipun efektivitasnya 
menurun seiring waktu karena adaptasi 
masyarakat 

Pembatasan dilakukan melalui kebijakan 
Additional Registration Fee (ARF) dan 
Certificate of Entitlement (COE) yang 
bertujuan untuk mengendalikan 
kepemilikan kendaraan, serta sistem 
Electronic Road Pricing (ERP) yang 
memberlakukan tarif dinamis untuk 
membatasi kendaraan bermotor dan 
mengurangi kemacetan di jalan raya. 

Penggunaan Kendaraan 
Ramah Lingkungan 

Moda transportasi ramah lingkungan 
seperti MRT dan LRT sepenuhnya 
berbasis listrik. Implementasi bus listrik 
dan transportasi berbasis energi bersih 
mulai diperkenalkan.  

Moda transportasi ramah lingkungan 
seperti MRT dan LRT sepenuhnya berbasis 
listrik. Transportasi umum berupa bis juga 
mulai beralih pada tenaga listrik. Kebijakan 
transportasi aktif juga mendukung 
pengurangan emisi karbon. 

Aplikasi Terintegrasi Aplikasi terintegrasi JakLingko 
menawarkan fitur pencarian rute, jadwal, 
dan pembayaran. Aplikasi Jaklingko atau 
yang biasa disebut Jaklingko SuperApps 
menawarkan berbagai fitur unik bagi 
pengguna transportasi umum seperti 
pilihan rute termurah dan rekomendasi 
paket perjalanan mulai dari parkir awal 
pergi hingga perjalanan kembali. 

Menggunakan aplikasi terintegrasi 
(MyTransport.SG) yang memungkinkan 
pengguna untuk melihat jadwal, 
memeriksa kapasitas kereta/bus secara 
real-time, dan mempermudah 
perencanaan perjalanan.  Singapura juga 
mengembangkan sistem pemantauan lalu 
lintas otomatis, sistem sinyal 
terkomputerisasi, serta kamera pengawas 
lalu lintas yang terintegrasi dengan pusat 
pengendalian lalu lintas guna memantau 
kondisi jalan secara real-time dan 
memberikan solusi cepat terhadap insiden 
lalu lintas.  

Pembayaran Elektronik Menggunakan kartu pintar dan Jaklingko 
SuperApps untuk pembayaran 
transportasi publik terintegrasi. Masih 
membutuhkan peningkatan untuk 
koneksi dengan sistem pembayaran 
digital lainnya seperti e-wallet. 

Menggunakan kartu pintar, aplikasi, dan 
teknologi canggih seperti pembayaran 
nirsentuh melalui SimplyGo yang berbasis 
kartu kredit/debit untuk menciptakan 
pengalaman yang lebih efisien dan 
modern. 

Sumber: Penulis, 2026 

 
Sistem transportasi publik Jakarta dan Singapura menunjukkan perbedaan dalam aspek kelembagaan 

dan operasional. Jakarta mengelola integrasi melalui JakLingko yang melibatkan pemerintah, BUMD, dan 
operator swasta, mencerminkan pendekatan kolaboratif yang masih menghadapi tantangan sinkronisasi 
dan efisiensi layanan. Sebaliknya, Singapura menggunakan pendekatan terpusat melalui Land Transport 
Authority (LTA) yang memungkinkan pengelolaan lebih terintegrasi dan efisien. Kedua kota telah 
mengadopsi sistem pemantauan real-time, namun Jakarta masih menghadapi kendala ketepatan jadwal di 
beberapa titik. Sementara itu, Singapura berhasil mengembangkan sistem transportasi multimoda yang 
terjadwal dengan baik dan terhubung secara efisien antar wilayah.  
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Dari sisi operasional, kedua kota telah mengadopsi sistem pemantauan real-time, namun Jakarta masih 
menghadapi kendala ketepatan jadwal di beberapa titik. Singapura menunjukkan keunggulan melalui 
sistem multimoda yang terjadwal dan terintegrasi dengan baik. Dalam hal pembayaran, JakLingko 
menyediakan sistem kartu dan aplikasi terintegrasi, sementara Singapura melalui SimplyGo memungkinkan 
pembayaran lintas moda menggunakan kartu bank dan e-wallet secara lebih fleksibel. 

Pengendalian kendaraan pribadi juga menjadi pembeda utama. Jakarta menerapkan sistem ganjil-
genap dengan efektivitas terbatas, sedangkan Singapura menggunakan Electronic Road Pricing (ERP) dan 
Certificate of Entitlement (COE) yang lebih efektif dalam mengendalikan kendaraan dan mendorong 
penggunaan transportasi publik. 

Dari perspektif keberlanjutan, kedua negara ini memiliki keunggulan dalam penerapan moda 
transportasi ramah lingkungan seperti MRT dan LRT yang sepenuhnya berbasis listrik. Sedangkan dari segi 
aplikasi terintegrasi, Singapura lebih unggul dengan menggunakan aplikasi terintegrasi (MyTransport.SG) 
yang memungkinkan pengguna untuk melihat jadwal, memeriksa kapasitas kereta/bus secara real-time, dan 
mempermudah perencanaan perjalanan.  Singapura juga mengembangkan sistem pemantauan lalu lintas 
otomatis, sistem sinyal terkomputerisasi, serta kamera pengawas lalu lintas yang terintegrasi dengan pusat 
pengendalian lalu lintas guna memantau kondisi jalan secara real-time dan memberikan solusi cepat 
terhadap insiden lalu lintas, dimana ini belum diperhatikan di Jakarta.  

Secara keseluruhan, Singapura unggul dalam integrasi kelembagaan, teknologi, dan keberlanjutan. 
Meskipun demikian, JakLingko menunjukkan potensi sebagai model pengembangan transportasi publik 
yang lebih efisien dan berkelanjutan. Pengalaman Singapura dapat menjadi acuan strategis bagi Jakarta dan 
kota-kota lain yang memiliki karakteristik serupa dalam menciptakan sistem transportasi publik yang lebih 
efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. 

 
4. KESIMPULAN 

Perbandingan sistem transportasi publik Jakarta dan Singapura menunjukkan perbedaan signifikan 
dalam aspek kelembagaan, operasional, dan teknologi. Jakarta melalui JakLingko telah mengintegrasikan 
berbagai moda serta mengadopsi teknologi pembayaran dan aplikasi digital, namun masih menghadapi 
tantangan dalam konsistensi implementasi dan efisiensi layanan. Sebaliknya, Singapura menunjukkan 
sistem yang lebih terintegrasi melalui kelembagaan yang kuat, layanan yang tepat waktu, serta kebijakan 
pembatasan kendaraan pribadi yang efektif.  

Keberhasilan kedua kota tidak terlepas dari dukungan kebijakan pengendalian kendaraan. Singapura 
secara konsisten menerapkan Vehicle Quota System (VQS) dan Electronic Road Pricing (ERP), sementara 
Jakarta mulai mengadopsi kebijakan serupa. Selain itu, Singapura lebih unggul dalam penerapan teknologi 
dan transportasi ramah lingkungan.  

Dari perbandingan ini, Jakarta dan kota-kota lain yang memiliki karakteristik serupa dapat belajar dari 
pengalaman Singapura dengan memperkuat koordinasi kelembagaan, meningkatkan efisiensi operasional, 
serta mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan. Implementasi 
kebijakan yang konsisten dan adaptasi teknologi mutakhir juga menjadi kunci untuk menciptakan 
transportasi publik yang berkelanjutan dan berdaya saing. Dengan demikian, Jakarta memiliki peluang besar 
untuk terus meningkatkan kualitas layanan transportasi publik demi kenyamanan dan efisiensi bagi 
warganya. 
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